ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI by SURTHI RAHAYU, -
ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT 
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR 





Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Oral  
Comprehensive Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  










PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA 
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 




LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI 
 
NAMA : SURTHI RAHAYU 
NIM : 11770523133 
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA 
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 
CAMAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI 
KANTOR KECAMATAN CERENTI KABUPATEN 
KUANTAN SINGINGI 













ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT PADA MASA 
PANDEMI COVID-19 DI KANTOR KECAMATAN CERENTI 







Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan-persoalan yang muncul 
pada Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat di Kantor Kecamatan Cerenti 
Kabupaten Kuantan Singingi selama 1 tahun terakhir. Persoalan dimulai saat 
masuknya wabah atau pandemi dari suatu virus penyakit yang mampu menular 
secara cepat pada tahun 2020 lalu. Virus ini dikenal dengan nama Covid-19 atau 
Coronavirus Disease 2019. Kondisi Covid-19 ini membuat para ASN diharuskan 
melakukan pekerjaan secara virtual atau online sehingga pelaksanaan tugas dan 
fungsi camat di Kecamatan Cerenti menjadi kurang maksimal. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat 
Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan 
Singingi. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. 
Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan 
indikator berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem 
Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di 
Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa 
Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi 
tidak dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dari beberapa tugas dan 
fungsi camat yang tidak terlaksana dengan semestinya dalam rencana kerja 
kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan juga mengalami perubahan pada 
pertengahan Juni 2020 lalu akibat terjadi pandemi Covid-19. Sehingga beberapa 
tugas dan fungsi camat mengalami kemunduran dalam waktu penyelesaiannya 
serta mengalami perubahan dalam sistem kerjanya. Sedangkan kendala yang 
dihadapi terdapat pada anggaran yang terbatas karena Covid-19. Kemudian 
waktu, dimana program kerja tidak terselesaikan pada waktu yang telah 
direncanakan. Selanjutnya, masih adanya sumber daya manusia (SDM) yang 
belum cakap dalam penggunaan teknologi. Serta adanya keterbatasan dalam hal 
sarana dan prasarana. 
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1.1 Latar Belakang 
Pemerintahan Daerah merupakan bentuk nyata dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap 
daerah. Peraturan Daerah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan 
adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1
 
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa, Pemerintahan Daerah 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Tidak hanya pemerintahan daerah, UU No. 23 Tahun 2014 juga 
menjelaskan tentang Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Dalam sistem otonomi 




Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dijalankan oleh seorang Gubernur 
dan dibantu oleh Wakil Gubernur, kemudian pemerintah Kabupaten/Kota di 
kepalai oleh seorang Bupati/Walikota dengan dibantu oleh wakilnya serta dibantu 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang  ada di daerah tersebut. 
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Kemudian bagian pemerintahan ke bawah ada pemerintahan Kecamatan dan 
Desa. 
Untuk kecamatan sendiri sudah memiliki Peraturan seperti yang terdapat 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang 
menjelaskan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian 
wilayah dari daerah kabupaten/kota.
3
 Sedangkan dalam Peraturan Bupati Kuantan 
Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa, Kecamatan adalah 
Perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang 
mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh camat. Camat merupakan 
pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah kerja 
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 
kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 
tugas umum pemerintahan.
4
 Camat memiliki tugas dan fungsinya tersendiri dalam 
menjalankan pemerintahannya di lingkup kecamatan. 
Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten di Provinsi Riau yang 
memiliki 15 Kecamatan, salah satu kecamatannya adalah Kecamatan Cerenti. Di 
Kecamatan Cerenti dalam pelaksanaannya di ruang lingkup daerah Kabupaten 
Kuantan Singingi, tugas dan fungsi camat telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam peraturan 
Bupati tersebut terdapat pada Pasal 4 ayat (2) yaitu Camat mempunyai tugas 
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melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan, tugas umum 
pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 
menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah. Sedangkan fungsi camat terdiri dari 17 fungsi. 
Namun tugas dan fungsi camat mengalami beberapa perubahan dalam 
sistem pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. 
Pada tahun 2020 terdapat kasus berupa wabah atau pandemi dari suatu virus 
penyakit yang mampu menular secara cepat. Virus ini dikenal dengan nama 
Covid-19 atau Coronavirus Disease 2019. Virus ini sudah ada pada tahun 2019 di 
China, namun masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Seperti yang diketahui, 
kehadiran virus ini mengakibatkan beberapa hal terhambat bahkan sama sekali 
tidak bisa dilakukan. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 
Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam 
Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. 
Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan berupa: 
1. Penyesuaian Sistem Kerja, yaitu Aparatur Sipil Negara yang berada di 
lingkungan instansi pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan 
bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home). Namun demikian, 
pejabat pembina kepegawaian harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) 




kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 
masyarakat tidak terhambat. 
2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas, yaitu seluruh 
penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di 
lingkungan instansi pusat atau daerah agar ditunda atau dibatalkan. 
3. Penerapan Standar Kebersihan, yaitu pejabat pembina kepegawaian di 
instansi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan 
penyebaran Covid-19 di Lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan 
himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan 
Pembersihan/Sterilisasi lingkungan kerja masing-masing instansi. 
Dapat diketahui bahwa pemerintah menganjurkan dalam pelaksanaan 
tugas kedinasan agar dapat dilakukan dari rumah atau Work From Home (WFH) 
atau Work From Office  (WFO). Hal ini dilakukan untuk mencegah dan 
meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan 
instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia pada umumnya.
5
 
Begitu pula yang terjadi pada pelaksanaan tugas dan fungsi camat di 
Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Beberapa tugas dan 
fungsi camat yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan mengalami 
perubahan dalam cara kerja pelaksanaannya. Di masa pandemi Covid-19, tugas 
dan fungsi camat tidak dapat berjalan lancar. 
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Pada masa pandemi semua kegiatan diharapkan dapat berbasis 
virtual/online, namun di Kecamatan Cerenti sistem tersebut belum dapat 
dilaksanakan. Karena secara teknis, fasilitas di Kecamatan tidak memadai. Tidak 
hanya itu, dalam pelaksanaan yang berbasis online/offline ini juga dibutuhkan 
pegawai yang cakap dalam penggunaan teknologi. Namun, di kecamatan Cerenti 
masih memiliki beberapa pegawai yang kurang cakap akan teknologi tersebut.  
Perubahan sistem kerja juga terjadi pada pelaksanaan tugas dan fungsi 
camat saat melakukan kegiatan seperti rapat. Hal ini terlihat dari pelaksanaannya 
yang hanya dihadiri oleh beberapa orang tertentu atau dari pihak perwakilan saja. 
Tidak hanya itu perubahan pelaksanaan pada kegiatan seperti sosialisasi juga 
terjadi. Camat tidak dapat melakukan kegiatan tersebut secara langsung dan 
dengan jumlah masa yang banyak seperti sebelumnya. Sehingga kegiatan tugas 
dan dan fungsi camat tidak berjalan lancar seperti sebelumnya. 
Sedangkan untuk pelayanan yang diharapkan dapat berbasis online tidak 
bisa dilakukan dikarenakan sistem kerja di Kecamatan Cerenti yang masih manual 
sehingga membuat kerja kecamatan selama pandemi sedikit terhambat. 
Kemudian, pada tugas dan fungsi camat ini juga mengalami keterlambatan waktu 
dalam proses pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan pekerjaan menjadi tidak 
terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. 
Jadi, berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada 





1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka 
penulis  dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi 
Covid-19 Di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi 
Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Kecamatan Cerenti 
Kabupaten Kuantan Singingi? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu: 
1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Pada Masa 
Pandemi Covid-19 Di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan 
Singingi. 
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Dan 
Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Kecamatan 
Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah: 
1. Bagi Peneliti 
Untuk menambah wawasan keilmuan peneliti dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi camat pada masa pandemi covid-19 dan sebagai bekal dalam 




2. Bagi Objek Penelitian 
Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor agar dapat 
memperbaiki atau mengevaluasi kinerja ke arah yang lebih baik lagi. 
3. Bagi Objek Pustaka 
Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya tentang kajian Pelaksanaan 
Tugas Dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor 
Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
  Pada Bab I ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II  :  LANDASAN TEORI 
  Pada Bab II ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan 
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu berkaitan 
dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi 
Covid-19. 
BAB III  :  METODE PENELITIAN 
  Pada Bab III ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, 
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan 





BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Pada Bab IV ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum 
lokasi penelitian, visi dan misi, struktur organisasi dan hal yang 
berkaitan dengan keadaan kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten 
Kuantan Singingi. 
BAB V  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Pada Bab V ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan hasil penelitian. 
BAB VI  :  KESIMPULAN DAN SARAN 






2.1 Pemerintahan Daerah 
Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai 
kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan 
rakyat. Menurut C.F. Strong, Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan 
badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif 
dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, Pemerintahan 
adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan 
eksekutif.
6
 Dalam pengertian luas maupun sempit, pemerintahan tetap berkaitan 
erat dengan badan-badan publik, yang mana pemerintahan itu suatu hal yang tak 
bisa dipisahkan dari kekuasaan. 
Pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintahan pusat dan 
pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang di 
bantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
Sedangkan, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
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luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.
7
 Pemerintahan pusat memiliki wewenang terhadap semua hal yang 
ada di negara tersebut termasuk mengurusi pemerintahan daerah yang memang 
membutuhkan bantuan dari pemerintahan pusat. 
Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan pada 
tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat. Mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 telah mengatur 
pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi daerah provinsi 
yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/kota yang mempunyai 
pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.
8
 
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 
memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah 
lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan-
hubungan tersebut dilaksanakan secara adil dan selaras.
9
 Dalam pemerintahan 
daerah memiliki asas yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di Indonesia, yang terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. 
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a. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada 
daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
 10
 Asas otonomi tersebut 
adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 
otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
11
 Dengan otonomi daerah 




b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau 
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerintahan umum. 
c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada 
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah 
provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
13
Tugas 
pembantuan juga disebut sebagai tugas pemerintah untuk daerah dan/atau 
desa, kabupaten/kota ke desa untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
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Organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non manusia 
yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai tujuan. Organisasi secara 
sistematik adalah sistem yang bersifat terbuka, seperti halnya sistem sosial. Sebab 
organisasi mencakup orang dan tujuan-tujuan yang bergantung atas usaha orang 




Dwight Waldo mendefinisikan bahwa Organisasi itu adalah struktur 
interalasi-interelasi otoritatif dan personal habitual di dalam sistem administrative. 
Lalu, Karl Weick juga mendefinisikan Organisasi sebagai suatu tata bahasa yang 
disahkan secara consesus untuk mengurangi kesamaran melalui perilaku-perilaku 
yang pantas yang saling bertautan satu sama lain.
16
 
Davis mengategorikan bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang-
orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan.
17
 
Demikian pula Miller mendefinisikan organisasi adalah orang-orang yang bekerja 




Namun pandangan klasik tentang organisasi dinyatakan oleh Max Weber 
dengan mendemonstrasikan pendapatanya mengenai birokrasi. Weber 
membedakan suatu kelompok kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan. 
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Menurut Weber kelompok kerja sama adalah suatu tata hubungan sosial yang 
dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan ini sejauh mungkin 
dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai suatu fungsinya yang 
ajek, baik dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai-pegawai administrasi 
lainnya. 
Aspek pengertian yang dikemukakan oleh Weber ini ialah bahwa unsur 
organisasi atau kelompok kerja sama ini mempunyai unsur-unsur properties 
sebagai berikut: 
a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seseorang 
individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi 
tersebut. 
b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (bounderies). Dengan 
demikian, seseorang individu melakukan hubungan interaksi dengan 
lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi mereka dibatasi 
oleh peraturan-peraturan tertentu. 
c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan 
suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan 
ini mempunyai proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama 
didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja. 
d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang 
didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk 
menjalankan suatu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini adalah 
terdapatnya hierarki (hierarchy). Konsekuensi dari adanya hirarki ini yaitu 
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Definisi kecamatan adalah sebuah daerah administratif di wilayah 
Indonesia yang berada di bawah wilayah tingkat II (kabupaten/kota), serta terdiri 
dari beberapa kelurahan atau desa didalamnya. Sebuah kecamatan dipimpin oleh 
seorang camat yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui perantara 
seorang sekretaris daerah. Ada beberapa unsur yang terdapat didalam satu 
kecamatan, antara lain: Camat, Sekretaris Kecamatan serta beberapa seksi dan 
beberapa sub bagian di bawahnya. 
Tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut: 
a. Sebagai wadah untuk koordinasi dan pemberdayaan masyarakat. 
b. Institusi yang menjaga penegakan peraturan perundangan. 
c. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintah. 
d. Membina pemerintah tingkat desa atau kelurahan. 
e. Mengevaluasi pelayanan pemerintah di desa atau kelurahan.20 
Kecamatan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2018 tentang Kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 
ini, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari 
daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 
                                                 
19
 Miftah Thoha, “Ilmu Administrasi Publik Kontemporer”, (Jakarta: Kencana, 2015), 
hlm.165-166 
20
Pengertian Kecamatan dan Kelurahan Menurut Para Ahli, 2015, (URL: 
https://www.pengertian menurutparaahli.net/pengertian-kecamatan-dan-kelurahan/), diakses pada 
15 Desember 2020 
15 
 
Pembentukan kecamatan menurut PP No. 17 Tahun 2018, dilakukan 
melalui: 
a. Pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih; atau 
b. Penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersandingan 
dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi kecamatan baru. 
Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan kecamatan ini 
dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat yaitu persyaratan dasar, persyaratan 
teknis, dan persyaratan administrasi. 
Persyaratan dasar meliputi: 
a. Jumlah penduduk minimal; 
b. Luas wilayah minimal; 
c. Usia minimal kecamatan; dan 
d. Jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan 
Persyaratan teknis pembentukan kecamatan meliputi: 
a. Kemampuan keuangan daerah; 
b. Sarana dan prasarana pemerintahan; dan 
c. Persyaratan teknis lainnya. 
Persyaratan teknis lainnya adalah sebagai berikut: 
a. Kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. Nama kecamatan yang akan dibentuk; 
c. Lokasi calon ibu kota kecamatan yang akan dibentuk; dan 
d. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. 
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Terakhir, Persyaratan Administrasi dalam pembentukan kecamatan 
merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi 
kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan kecamatan 
yang akan dibentuk. 
Pembentukan kecamatan ini dilakukan dalam rangka kepentingan strategis 
nasional, yaitu pemerintah pusat dapat menugaskan kepada pemerintah daerah 





2.4 Pandangan Islam terhadap Pemimpin 
Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan 
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 
daerah dan tugas umum pemerintahan. Camat merupakan pemimpin disebuah 
kecamatan. 
Namun dalam pandangan Islam pemimpin dikenal dengan istilah imam, 
amair atau sultan, ulil amri atau walatul amr. Sedangkan pemimpin negara dalam 
sejarah terdahulu biasa digunakan dengan sebutan khalifah. Seperti dalam firman 
Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi: 
                           
                         
      
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Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi.'" Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau!" 
Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 
kalian ketahui.” 
Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai tanggung jawab yang sangat 
besar, bukan hanya menjadi pengarah dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat 
oleh manusia. Tetapi ia merupakan khalifah di dunia yang berperan mengomandoi 
dan mengarahkan umat manusia agar mereka melaksanakan aturan dan hukum 
Allah. Jelas bahwa faktor keimanan ini menjadi tolak ukur untuk memilih dan 
tidak menjadikan kafir sebagai pemimpin, seperti yang telah Allah SWT jelaskan 
dalam firmannya Surah Ali-Imran ayat 28: 
                       
                      
      
Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang 
siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan 
Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang 
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ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap 
diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)” 
Dan sebagai pemimpin, ia harus bisa diterima, mencintai dan dicintai 
umatnya, mendoakan dan di doakan oleh umatnya, sebagaimana sabda Rasulullah 
SAW sebagai berikut: “Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu 
cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk 
kamu, seburuk-buruk pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka yang 
membenci kamu, kalau melaknati mereka dan mereka melaknati kamu”. (Hadist 
Riwayat Muslim). 
Selanjutnya terdapat ancaman bagi pemerintah yang tidak mau amanah 
dalam melayani masyarakat, seperti hadist Rasulullah SAW : Abu Ja’la (Ma’qil) 
bin Jasar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: “tiada 
seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia 
masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya Surga”. 
(HR. Bukhori dan Muslim) 
Keberadaan pemerintah di dalam Islam mendapatkan kedudukan yang 
sangat mulia dan mendapatkan penghormatan, Allah SWT berulangkali 
menyebutkan ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah yang sah merupakan 
kaidah yang harus dipatuhi. Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 59, Allah 
SWT berfirman: 
                         
                          
        
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. 
Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ (4): 59) 
Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang 
memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mengarahkan umat 
manusia agar mereka melaksanakan aturan dan hukum Allah. Dan dalam memilih 
seorang pemimpin haruslah dilihat dari agamanya terlebih dahulu karena itu akan 
menentukan sikap dan sifat dari pemimpin tersebut. Dan juga pilihlah mereka 
yang mengerti akan keadaan rakyat dan memihak pada rakyat. 
 
2.5 Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini penulis memaparkan 6 penelitian terdahulu yang 
relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Bupati Kuantan 
Singingi Nomor 46 Tahun 2016 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan 
Singingi. 
1. Peneliti Indra Tri Gunawan (2018), dengan judul "Implementasi 
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2009 Tentang 
Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kelurahan Di Kelurahan Pasar Taluk 
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi". Hasil 
dari penelitian ini menyatakan bahwa: Pelaksanaan koordinasi 
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musyawarah di Kelurahan Pasar Taluk mulai dari jadwal musyawarah, 
agenda musyawarah hingga pelaksanaan hasil musyawarah cukup 
terimplementasi.  
Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi 
musyawarah yaitu disebabkan oleh banyaknya agenda penting yang perlu 
dilaksanakan pihak kelurahan berdasarkan skala prioritas, kegiatan 
mendesak lainnya seperti persiapan pacu jalur, kurangnya koordinasi antar 
perangkat di tingkat RT, RW dan lingkungan, dan kurangnya dana 
sehingga musyawarah berikutnya tidak terlaksana.Pelaksanaan koordinasi 
pengelolaan data monografi kelurahan di Kelurahan Pasar Taluk yang 
meliputi pengumpulan data kelurahan, valid data kelurahan dan 
penggunaan data kelurahan tidak terimplementasi, dikarenakan monografi 
belum lengkap. Monografi kelurahan baru dapat diselesaikan bila data 
kelurahan telah terkumpul secara keseluruhan dari keempat kepala 
lingkungan yang ada di Kelurahan Pasar Taluk tersebut. 
Pelaksanaan koordinasi penyajian data kependudukan di Kelurahan 
Pasar Taluk yang meliputi pengumpulan data kependudukan, penyesuaian 
data kependudukan dan evaluasi data tidak terimplementasi.Hal ini 
disebabkan banyaknya penduduk yang sudah tidak berdomisili lagi di 
lokasi tersebut dan secara administrasi masih belum pindah karena surat 
keterangan pindahnya belum diurus. Selain itu kendala waktu pelaksanaan 
pendataan yang tidak sesuai dengan jadwal penduduk berada di rumah 
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menjadi pelaksanaan pendataan di beberapa RT di Kelurahan Pasar Taluk 
tidak selesai dilaksanakan. 
Pelaksanaan koordinasi pelayanan pertanahan di Kelurahan Pasar 
Taluk yang meliputi pendataan pertanahan, pembahasan masalah 
pertanahan dan penyelesaian masalah pertanahan tidak terimplementasi. 
Hal ini disebabkan besarnya dana yang harus keluarkan dan kurangnya 
personil dari bagian pertanahan Dinas Permukiman Pendudukan untuk 
melakukan pendataan tanah, dan permasalahan pertanahan sepadan 
wilayah antara Desa Koto Taluk, Kelurahan Pasar dan Desa Beringin 
Taluk. 
2. PenelitiNuzul Fitra Salam (2019), dengan judul penelitian "Kedudukan 
dan Fungsi Camat SebagaiPenghubung Pemerintahan Kabupaten 
Dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2018". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa: Kedudukan 
Kecamatan dan camat dalam mengkoordinasikan hubungan pemerintah 
Daerah Kabupaten dengan pemerintah desa menurut peraturan pemerintah 
nomor 17 tahun 2018 adalah  tidak lagi menjadi satuan wilayah kekuasaan 
pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. 
Status Kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota 
dan setara dengan dinas dan lembaga teknis Daerah.Fungsi camat adalah 
mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat 
kecamatan dan membina penyelenggaraan yang ada pada pemerintahan 
desa/kelurahan.Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya faktor yang dapat 
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mempengaruhi camat adalah terletak pada faktor manusia, faktor manusia 
ini dibagi menjadi beberapa unsur diantaranya adalah camat, kepala desa 
dan tokoh masyarakat.  
Diantara ketiga unsur tersebut hanya ada satu unsur yang 
memberikan pengaruh terhambatnya tugas dan fungsi camat, unsur 
tersebut ialah unsur kepala desa, adanya kepala desa yang kemampuan 
teknologinya kurang atau biasa disebut dengan gagap teknologi (Gaptek) 
mengakibatkan terhambatnya komunikasi melalui online mengingat 
teknologi sekarang semakin canggih, jadi penggunaan teknologi memang 
sangat direkomendasikan demi mempermudah komunikasi online antara 
camat dengan kepala desa. 
3. Peneliti Ghifari M Farisi (2018), dengan judul penelitian “Implementasi 
Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan 
Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Umbulharjo Menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Studi Kasus D.I Yogyakarta)”. Hasil penelitiannya menjelaskan 
bahwa: Hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Umbulharjo dalam 
mengimplementasikan tugas dan wewenang camat dalam 
mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo 
adalah Kualitas dan kuantitas sumber daya pegawai yang belum sesuai 
dengan beban tugas. 
Ditambah lagi adanya moratorium penerimaan pegawai dan mutasi 
pegawai yang tidak diiringi penggantian personil sementara terdapat 
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pelimpahan kewenangan yang begitu banyak.Sehingga kecamatan 
kekurangan pegawai yang berdampak pada kualitas pekerjaan yang tidak 
maksimal termasuk pembangunan fisik tetapi tidak ada tenaga teknis.  
Selain itu masih ada peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas 
dan kurang koordinatif yang menyulitkan pemerintahan kecamatan untuk 
mentransferkan peraturan tersebut ke pihak kelurahan.Hambatan lainnya 
adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan semakin 
tingginya tuntutan pelayanan masyarakat. 
4. Peneliti La Ode Yamin, Syahbuddin, dan Nerlin (2017), dengan jurnal 
penelitian berjudul, “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat  (Studi di Kantor 
Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna)”. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa:Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 
2016 tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat secara umum telah 
dilaksanakan dengan maksimal. 
Hal tersebut dapat dilihat pada perannya dalam mengkoordinasikan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan penyelenggaraan 
ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan pemeliharaan 
sarana dan prasarana pelayanan umum, membina dan mengawasi 
penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan. Pada tugas ini camat telah 
melakukan koordinasi dengan para kepala desa/lurah serta dengan tokoh 




Kemudian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat camat 
Napabalano belum berjalan maksimal terutama dalam hal pembuatan kartu 
keluarga dan akta kelahiran.Hal ini disebabkan keterbatasan fasilitas 
sarana dan prasarana.Faktor-faktor yang menghambat camat Napabalano 
dalam Implementasi Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat dilingkup wilayah kecamatan 
Napabalano adalah sarana prasarana yang terbatas, kualitas sumber daya 
manusia para pegawai, keuangan yang tidak sesuai dengan cakupan tugas 
yang diberikan serta kesadaran masyarakat dalam memahami prosedur 
kepengurusan. 
5. Peneliti Siti Marwiyah, Nur Halima, dan Finni Maulidi (2020), dengan 
Jurnal Penelitian berjudul, “Analisis Tipe Kepemimpinan Paternalistik 
Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Tengah Situasi Pandemi 
Covid-19”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: dari hasil penelitian 
yang dilakukan pada 07 April 2020 dengan 4 narasumber yaitu sekretaris 
Lurah dan 3 staf bagian pelayanan publik di Kelurahan Ketapang Kota 
Probolinggo, dijelaskan bahwa seorang pemimpin dengan tipe 
kepemimpinan paternalistik memiliki persepsi tentang perannya di dalam 
kehidupan organisasinya.  
Dari hasil wawancara, dapat dibuktikan bahwa Lurah Ketapang 
merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan paternalistik. Dari 
dimensi inspirasional, hasil wawancara dari empat narasumber juga 
membuktikan bahwa Lurah merupakan sosok pemimpin yang berperan 
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seperti seorang bapak yang sangat mengayomi dan memotivasi para 
bawahannya dan memberikan dorongan kepada bawahan dalam setiap 
pekerjaan yang dilakukannya.  
Namun saat terdapat suatu polemik yang dimana mengharuskan 
lurah untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan, Lurah hanya 
meminta pendapat kepada Camat atau pada sesama Lurah, tidak 
melibatkan pendapat dari para bawahannya. Tidak hanya pada saat terjadi 
polemik pandemi Covid-19, Lurah dapat langsung memberikan keputusan 
untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Kelurahan Ketapang.Hal 
tersebut membuat lurah tidak perlu meminta pendapat atau persetujuan 
dari bawahannya, karena legitimasi kepemimpinannya berarti dalam 
penerimaan atas peranannya yang dominan dalam kehidupan organisasi. 
Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak membuat pelayanan 
publik diberhentikan. Pelayanan publik tetap berjalan baik secara langsung 
maupun secara online. Namun, dalam upaya pencegahan penularan Covid-
19, pihak kelurahan Ketapang juga menerapkan peraturan dari pemerintah 
yaitu pengurangan jam kerja yang dimana biasanya dari pukul 08.00 s/d 
16.00 WIB sekarang dirubah menjadi pukul 08.00 s/d 13.00 WIB. Pihak 
kelurahan juga meniadakan kursi pelayanan yang biasanya dapat diduduki 
oleh warga yang sedang melakukan pengurusan data di kelurahan 
Ketapang. Hal tersebut juga merupakan upaya pencegahan Covid-19 
dimana dalam proses pelayanan warga dapat menjaga jarak dengan para 
staf yang melayani mereka. Pemerintah juga melarang masing-masing 
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pegawai untuk berjabat tangan baik itu antara pegawai dengan sesama 
pegawai ataupun antara pegawai dengan warga masyarakat.  
6. Peneliti Larasati Ahluwalia dan Kemala Puji (2020), dengan Jurnal 
Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan 
Pada Kinerja Keseimbangan Pekerjaan-Rumah di Masa Pandemi 
Covid-19”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Kepemimpinan 
pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keseimbangan 
pekerjaan-rumah dan kinerja karyawan dalam masa pandemi saat ini.  
Kepemimpinan pemberdayaan dapat memengaruhi rasa seimbang 
antara pekerjaan dan rumah, terutama di masa pandemi saat ini. Hal 
tersebut disebabkan karena pemimpin memberikan delegasi tugas yang 
mengarahkan karyawan untuk memimpin dirinya sendiri. Selain itu, 
pemimpin memberikan kepercayaan pada bawahan untuk berkinerja 
tinggi. Kepemimpinan pemberdayaan juga berpengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan di masa pandemi saat ini. 
 Karyawan diberikan otonomi pekerjaan yang memungkinkan 
mereka menyelesaikan pekerjaan dengan caranya sendiri agar hasil lebih 
efektif. Karakteristik kepemimpinan pemberdayaan kerap melibatkan 
karyawan dalam penetapan tujuan. Hal tersebut dapat membuat karyawan 
merasa dilibatkan dan meningkatkan komitmen kerja yang berdampak pada 







2.6 Definisi Konsep 
Definisi konsep dalam penelitian ini adalah: 
1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) 
2. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah 
dan aparatur pemerintahan daerah. (Pasal 1 angka (9) Peraturan Bupati 
Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan) 
3. Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab perangkat daerah dan aparatur pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 
(10) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Kecamatan) 
4. Kecamatan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh 
camat. (Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) 
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan 
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
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pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. (Pasal 1 angka (8) 
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Kecamatan) 
6. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi 
daerah geografi yang luas. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 
7. Pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa pandemi covid-19 dimaksudkan 
agar dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat 
tinggalnya (work from home)/(work from office) bekerja dari kantor bagi 
aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan dan meminimalisir 
penyebaran covid-19. (Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020) 
 
2.7 Konsep Operasional 
Tabel 2.1: Indikator Penelitian 
VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 
1 2 3 
Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi Camat Pada 
Masa Pandemi Covid-




1. Penyesuaian Sistem 
Kerja (WFH/WFO) 
a. Rapat Koordinasi 
b. Penyediaan jasa tenaga pelayanan 
administrasi perkantoran/teknis 
lapangan 






a. Pembuatan rumusan kebijakan 
teknis, rencana program dan rencana 
kerja anggaran 
b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat 
c. Pelaksanaan musyawarah rencana 
pembangunan daerah 
 
3. Penerapan Standar 
Kebersihan 
a. Sosialisasi 
Sumber: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 
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2.8 Kerangka Pemikiran 
 





1. Penyesuaian Sistem Kerja 
2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan 
Dinas 
3. Penerapan Standar Kebersihan 
Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat 
Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor 
Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi 
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 







3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan 
mengambil lokasi di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. 
Penelitian di Kantor Camat Cerenti ini dilakukan karena berdasarkan observasi dan 
data yang penulis dapatkan, Pelaksanaan tugas dan fungsi Camat pada masa pandemi 
Covid-19 ini tidak berjalan dengan lancar. Sementara waktu penelitian dilakukan 
pada bulan November 2020 sampai dengan April 2021. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, yaitu 
jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang 
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih 
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel 
satu dengan variabel lainnya.
22
 Jadi, penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena-
fenomena yang terjadi dilapangan. 
 
3.3 Sumber Data 
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1. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang 
merupakan sumber utama dalam penelitian, berupa data yang diperoleh 
dari hasil observasi dan wawancara yang telah ditetapkan. Dalam 
penelitian ini data diperoleh dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi 
Pemerintahan dan Staf bagian umum serta sejumlah masyarakat di 
Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. 
2. Data Sekunder 
Yaitu data relevan dalam melengkapi data primer yang diperoleh 
melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan 
penelitian ini atau sumber tidak langsung memberikan data yang 
biasanya melalui perantara melalui orang lain atau dokumen, buku, 




3.4 Informan Penelitian 
Informan penelitian atau biasa disebut dengan responden adalah orang 
yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Informan 
penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-




Untuk penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai 
key informan ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu teknik 
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penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya  orang yang menjadi 




Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah: 
Tabel 3.1 Informan Penelitian 
No Kriteria Jumlah (Orang) 
1 Camat 1 
2 Sekretaris Kecamatan 1 
3 Kasi Pemerintahan 1 
4 Staf Bagian Umum 1 
5 Masyarakat 5 
Jumlah 9 
Sumber: Data Olahan Penelitian 2020 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 
a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan langsung yang 
dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat indera. 
b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya-jawab langsung pada pihak-
pihak terkait dan berhadapan langsung dengan narasumber yang 
dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan 
mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. 
c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa 
hal seperti dokumen, arsip, buku dan lainnya. 
 
3.6 Teknik Analisa Data 
Analisa data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari 
hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis 
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Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisis 
deskriptif kualitatif, yakni mencoba mendeskripsikan hal-hal yang khusus hingga 
menjadi data kualitatif. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini 
dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta 
tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan 
yang kemudian dianalisa lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan umum. 
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti adalah  sebagai 
berikut: 
a. Pengumpulan data, diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan 
data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data 
yang lengkap. 
b. Reduksi data, yaitu lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan 
memindahkan data mentah kedalam bentuk yang lebih mudah dikelola.
27
 
c. Penyajian data dalam penelitian ini bisa dilakukan dengan uraian singkat, 
bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 
d. Verifikasi  data merupakan kegiatan yang sudah dilakukan peneliti sejak 
pengumpulan data, kendati bersifat sementara. Pengujian ulang dilakukan 
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1 Kecamatan Cerenti 
4.1.1 Geografis 
Ibukota Kecamatan Cerenti adalah Desa Kampung Baru Timur. Secara 
geografis Kecamatan Cerenti terletak antara 01’05’ Lintang Selatan sampai 02’25’ 
Lintang Utara atau antara 100º00’ sampai 105º 05 Bujur Timur. Kecamatan 
Cerenti memiliki luas ± 453 km², yang terbagi menjadi 11 Desa dan 2 Kelurahan 
dengan batas-batas wilayah Kecamatan Cerenti sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Peranap Kab. 
Indragiri Hulu 
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Inuman 
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu 
Dilihat dari wilayah, Kecamatan Cerenti  tergolong ke dalam daerah yang 
memiliki permukaan tanah yang datar dan rawa-rawa dengan ketinggian di atas 
permukaan laut 40 m/dpl. Kecamatan Cerenti juga dilintasi oleh aliran sungai 
besar dari Sumatera Barat dengan nama “Sungai Kuantan” dan sungai tersebut 
bermuara di Kabupaten Indragiri Hilir (Kuala Enok).  
Sebagai daerah tropis pada umumnya daerah Kecamatan Cerenti memiliki 
dua iklim yaitu, Musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni s/d Agustus, dan 
musim hujan yang terjadi pada bulan September s/d Februari, selebihnya terjadi 






2.974 mm/tahun dan jumlah hari hujan terbanyak adalah 116 hari/tahun. 
Sedangkan suhu maksimum di Kecamatan Cerenti berkisar antara 32,7ºC-33,7ºC 
dan suhu minimum berkisar antara 21,4ºC-22,7ºC. 
4.1.2 Demografis 
Demografis adalah ilmu yang mempelajari tentang kependudukan manusia 
disuatu wilayah atau daerah. Berikut jumlah penduduk di Kecamatan Cerenti 
berdasarkan keadaan akhir Desember 2019: 
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Cerenti 
Jumlah Penduduk Kecamatan 
Cerenti 
Jenis Kelamin  
Jumlah KK  
Laki-Laki Perempuan 
 16.301  8.190   8.111  4.300 
Sumber: Kantor Camat Cerenti 2019 
Sementara jumlah penduduk Kecamatan Cerenti berdasarkan agama yang 
dianut adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama 
NO Agama Jumlah (Orang) 
1 Islam 16.250 
2 Kristen 51 
3 Hindu - 
4 Budha - 
Jumlah 16.301 
Sumber: Kantor Camat Cerenti 2019 
Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan 
Cerenti sebanyak 16.301 jiwa yang terbagi dalam 11 wilayah desa dan 2 







4.2 Kantor Camat Cerenti 
4.2.1 Sejarah  
Kecamatan Cerenti berdiri pada tahun 1947 dengan nama Wali Nagori 
Cerenti, dengan Camat pertama yaitu Bapak Djauhari Salim. Pada saat itu Kantor 
Camat masih dalam keadaan menyewa rumah masyarakat yang berlokasi di Desa 
Pasar Cerenti (kini sudah menjadi Kelurahan Pasar Cerenti). 
Pada tahun 1952 Kantor Camat Cerenti berpindah tempat ke kantor satu 
atap yang lokasinya berada dipinggiran Sungai Kuantan kelurahan Pasar Cerenti. 
Pada saat itu yang menjadi camat adalah Syamsuddin. Namun pada tahun 1961 
Kantor Camat Cerenti berpindah tempat lagi dikarenakan kantor satu atap sudah 
tidak memadai lagi. Dengan masih lokasi yang sama yaitu Kelurahan Pasar 
Cerenti, kali ini pembangunan kantor yang baru berdiri atas inisiatif masyarakat 
Cerenti dengan cara swadaya dan gotong royong. 
Kemudian, pada tahun 1971 kembali dibangun kantor camat Cerenti yang 
lebih representative. Lokasinya berada di Desa Kampung Baru. Pembangunan 
kantor yang baru ini dibiayai oleh dana provinsi Riau, sedangkan tanah tempat 
kantor dibangun berasal dari hibah masyarakat desa Kampung Baru.Luas tanah 
yang digunakan untuk pembangunan kantor camat Cerenti adalah 2460 m
2
. 
Sedangkan luas bangunan kantor adalah 1095 m
2
. Dan pada tahun 1972 Kantor 
Camat Cerenti secara resmi pindah ke kantor baru yang berlokasi di desa 
Kampung Baru dengan camat baru yaitu Mardi HS. Dan sampai sekarang kantor 
Camat Cerenti masih berdiri. 
Kantor Camat Cerenti memiliki dasar hukum yang mengarah pada 




Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten 
Kuantan Singingi. 
4.2.2 Visi dan Misi 
1. Visi 
Kantor Camat Cerenti memiliki visi dalam pelayanannya yaitu 
“Terwujudnya pelayanan yang baik, benar, berakhlak, bebas bayar, 
berkualitas dan bermanfaat bagi semua pihak”. 
2. Misi 
Sedangkan untuk misi, Kantor Camat Cerenti meliputi: 
a. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan 
b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan 
c. Menciptakan suasana harmonis dan rasa puas bagi yang dilayani 
d. Mengembangkan inspirasi, upaya meningkatkan kesadaran publik 
berhadap kelengkapan 
e. Membebaskan bentuk pungutan, kecuali yang menjadi ketetapan 
pemerintah daerah maupun pusat. 
f. Memprioriataskan penyandang disabilitas atau yang setara dengan itu. 
4.2.3 Tugas dan Fungsi Camat 
Dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. 
Dalam peraturan Bupati tersebut Pasal 4 ayat (2), Camat mempunyai tugas 
melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan, tugas umum 
pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 





Sedangkan camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan 
masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum; 
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan 
ketertiban umum; 
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan; 
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum; 
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-
undangan; 
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
8. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan; 
9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; 
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan; 
11. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara; 
12. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintahan di 
wilayahnya; 
13. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Kecamatan; 




15. Pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
retribusi  dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya; 
16. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan; 
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 
tugasnya 
4.2.4 Struktur Organisasi 
STRUKTUR ORGANISASI 
KANTOR CAMAT CERENTI 



















































Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas dan 
Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti 
Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada Masa Pandemi Covid-19 di 
Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tidak dapat 
berjalan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dari beberapa tugas dan 
fungsi camat yang tidak terlaksana dengan semestinya dalam rencana kerja 
kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan juga mengalami perubahan pada 
pertengahan Juni 2020 lalu akibat terjadi pandemi Covid-19. Sehingga 
beberapa tugas dan fungsi camat mengalami kemunduran dalam waktu 
penyelesaiannya serta mengalami perubahan dalam sistem kerjanya. 
2. Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada 
Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten 
Kuantan Singingi yakni terdapat pada anggaran yang terbatas karena 
Covid-19. Kemudian waktu, dimana program kerja tidak terselesaikan 
pada waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya, masih adanya sumber 
daya manusia (SDM) yang belum cakap dalam penggunaan teknologi. 




6.2 Saran  
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat pada masa pandemi Covid-19 
yang kurang maksimal, pemerintah kecamatan Cerenti diharapkan melakukan 
upaya koordinasi dan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Sehingga bila terjadi lagi hal yang sama di kemudian hari, 
pemerintah sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Kemudian, pada 
pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu ada pemberian fasilitas sarana dan 
prasarana serta anggaran yang memadai pada pemerintah kecamatan agar dapat 
meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di kecamatan Cerenti. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
AL-QUR’AN DAN HADIST 
Surah Al-Baqarah ayat 30 tentang Pemimpin 
Surah Ali-Imran ayat 28 tentang Memilih Pemimpin 
Surah An-Nisa’ ayat 59 tentang Pemerintah 
Hadist Rasulullah SAW tentang Pemimpin, diriwayatkan oleh Muslim 
Hadist Rasulullah SAW tentang Amanah Seorang Pemimpin, diriwayatkan oleh 
Bukhori dan Muslim 
BUKU 
Agus, M.Si. (2016). Manajemen Organisasi. Mataram: IAIN Mataram. 
Anggara, Sahya, Dr. M.Si. (2015). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: 
Pustaka Setia 
Ardiansyah, Dr., M.Si. (2015). Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian 
dan Analisa. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Prod. Dr. Meostopo Beragama. 
Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 
Haryanti, Amelia. (2019). Sistem Pemerintahan Daerah. Tanggerang Selatan: 
UNPAM PRESS 
Kristiono, N. (2019). Buku Ajar Otonomi Daerah. Semarang: Universitas Negeri 
Malang. 
Muhammad, Drs., M.Si. (2019). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Sulawesi: 
Unimal Press 
Rahayu, Ani Sri. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 
Jakarta: PT Bumi Aksara 
Rifa'i, Muhammad, H., M.Pd. (2016). Manajemen Organisasi. Medan: 
Citapustaka Media Perintis. 
Salim dan Syahrum. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: 
Ciptapustaka Media 
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. 
Thoha, M. (2017). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana. 
Torang, S. ( 2016). Manajemen Organisasi (Perilaku, Struktur, Budaya dan 
Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta. 
Wijaya, Candra, Dr. M.Pd. (2016). Dasar-Dasar Manajemen. Medan: Perdana 
Publishing 
JURNAL/SKRIPSI 
Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. 
Jurnal Hukum Positium vol. 1 no. 1 , 87-88. 
Ghifari M Farisi. 2018.“Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam 
Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Umbulharjo 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Studi Kasus D.I Yogyakarta)”. Skripsi. Fakultas Hukum, 
Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta 
Indra Tri Gunawan. 2018. "Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi 
Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kelurahan 
Di Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten 
Kuantan Singingi".Skirpsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska 
Riau : Pekanbaru 
La Ode Yamin, S. d. (2017). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 
2016 Tentang Tugas dan Fungsi Pokok Camat (Studi di Kantor Kecamatan 
Napabalano Kabupaten Muna. Jurnal SELAMI IPS Vol.2, No.46 , 191-192. 
Larasati Ahluwalian, K. P. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Pada 
Kinerja dan Keseimbangan Pekerjaan-Rumah Di Masa Pandemi Covid-19. 
Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan 
Publik, Vol. 7, No. 2 , 129-130. 
Nuzul Fitra Salam.2019. "Kedudukan dan Fungsi Camat SebagaiPenghubung 
Pemerintahan Kabupaten Dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, 
UIN Alauddin Makassar: Makassar 
Siti Marwiyah, N. H. (2020). Analisis Tipe Kepemimpinan Paternalistik Dalam 
Meningkatkan Pelayanan Publik di Tengah Situasi Pandemi Covid-19. 





Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah 
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan 
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil 
Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan 
Instansi Pemerintah 
INTERNET/WEBSITE 
Ahli, P. M. (2018, April 21). Pengertian Kecamatan dan Kelurahan Menurut 
Para Ahli. Diambil Desember 15, 2020, dari www.Pengertianmenurutpara 
ahli.net: https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kecamatan 
-dan-kelurahan/ 
BPS. (2019, Januari 26). Pemerintahan. diambil Desember 15, 2020, dari www.ja 
tim.bps.go.id: https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html 
Utami, F. A. (2020, Maret 16). Apa Itu Pandemi?. diambil Desember 15, 2020, 


































Narasumber Bapak Yuhendra, S.Sos Camat di Kantor Camat Cerenti 







Narasumber Bapak Tarmizi Ali, S.Pd di Kantor Camat Cerenti Kabupaten 





Narasumber Bapak Kasmianto, SP., Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor 




















SURTHI RAHAYU, Lahir pada tanggal 02 Juli 1998 di 
Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan 
Singingi. Penulis merupakan anak pertama dari tiga 
bersaudara dan dari pasangan Bapak Sudiharto dan Ibu 
Yulasmi. Penulis mempunyai sepasang adik kandung yang 
bernama Dwi Suchi Rahayu dan Tri Perdiance. Pendidikan 
yang pernah ditempuh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 002 Koto 
Peraku Kecamatan Cerenti pada tahun 2004-2010, setelah itu melanjutkan 
pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 1 Cerenti pada  
tahun 2010-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah 
Menengah Atas (SMA) di SMA N 1 Cerenti pada tahun 2013-2016. Setelah itu 
pada tahun 2017, penulis mendaftarkan diri sebagai Mahasiswi pada Jurusan Ilmu 
Administrasi Negara di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur Tes Mandiri dan menyelesaikan 
tugas akhir pada tahun 2021. Dalam masa perkuliahan, pada tahun 2020 penulis 
telah melaksanakan PKL di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi 
selama 45 hari. Penulis juga melaksanakan kegiatan KKN di Desa Tarai Bangun 
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar selama 45 hari. Terakhir, penulis juga 
telah melakukan penelitian di Kantor Camat Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi 
dengan judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Pada 
Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan 
Singingi”. 
Email: surthirahayu@gmail.com 
